
Menimbang

Menglngat

GUBERNUR LAMPIiNG

PERATI'RAJ| GI'BERf,I'R I,AUPT'ITG
I{OUoR 45 TAHIIIT 2016

TENTANG

REIICATTA I(ER^IA PEUERIITTAH DATRAII
PROVINSI LITMPT'I{G TAHUIT 2017

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

GT'BERITUR LIT PUITG,

a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor O61 /2911/SJ Tahun 2O16 tentang Tindak
Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Organisasi Perangkat
Daerah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
telah ditetapkan untuk disesuaikan;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2017 telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 22 Tahun 2O16 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017 sehingga perlu ditinjau
kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurufa dan hurufb tersebut di atas, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017;

l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
L^ampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2020;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 I Tahun 2O I I ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi l,ampung Tahun 2OO5-2O25;

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi la.mpung Tahun 2O1S-2O19;

16. Peraturan Daerah Provinsi Iampung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSXAN:

PERATURAIT GUBERNUR TEIYTAITG REIYCAITA KERJA
PEMERINTNI DAERAH PROVINSI LAMPT'NG TAIIUN 2017.

B'IB I
KBTENTUAIT T'IIIUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai
penyelenggara Pemerintahan Daerah
memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur l,ampung.

Menetapkan

1

unsur
yang
yang
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DpRD adalah lembaga p"r-.tii*'."t yat daerahyang berkedudukan sebagai unsur penyetenggara
Pemerintahan Daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
11ng yenjadi kewenangan presiden y*r,g p"i"k"".r""rr.ry"
dilakukan oleh kementerian negara 

- 
dai ' p".rr.leng€ana

Pemerintahan Daerah untuk melindungf, - 
mefaiani

memberdayakan, dan menyejahterakan masya.kat.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Rercana Pembangunan Jangka panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perenc€rnaan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerai yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daereh yang selanjutnye.
disingkat RKPD adalah dokumen perenczrnaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

6

7

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencama keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Perda.

ll.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijalan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana ke{a dan anggaran satuan ke{a
Perangkat Daerah.

13. Rencana Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode l(satu) tahun.

14. Rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan perangkat Daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan ApBD.

15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanalan oleh perangkat Derah
atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah
daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan
daerah.
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16. Kegiatan a{alah bagian dari program yang dilaksanakan olehsatu atau beberapa perangkat Daerah 
"eUagai 

bagian daripencapaian sasaran terukur pada suatu program, ttan ter€trtdari sekumpulan tindakan pengerahan 
"rrLb.. daya baikyang berupa personil (sumber daya manusia), barani modal

termasuk peralatan dan teknologi, daaa, atau kombinisi dari
beberapa atau kesemua_jenis srimber daya tersebut, sebagaimasukan (input) untuk menghasilkan keluanan 1o,rtp"..t)
dalam bentuk barang/jasa.

17. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
seb"gai penambah nilai kekayaan bersih dalam -periode
tahun anggaran yang bersangkutan.

18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
periode tahun anggaran yang bersangkutan.

19. Pembiayaan adalah se :ap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

20. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

21. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat
daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh
pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuen
pembangunan daerah.

BAB U
REI{CAITA XER^'A DAIT SISTEU,ATIKA RXPD

Pasal 2

(1) RKPD kovinsi l^ampung Tahun 2Ol7 terdiri dari:

a. buku 1 tentang kerangka ekonomi makro, arah
kebijakan keuangan daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana program dan
kegiatan, dan pendanaan;

Daerah yang
bersih dalam

b. buku 2 : tentang progrErm dan
Organisasi Perangkat
Lampung;

rencana
Daerah

kegiatan
Provinsi

l2l RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
rencana pembangunan tahunan provinsi L,ampung Tahun
2017 periode tanggd I Januari 2017 sampai dengan
tanegal 3l Desember 2017.
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Pasal 3

Sistematika RKPD Tahun 2017 terdiri dari:

a. pendahuluan;

b. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu
c. kerangka ekonomi daerah beserta kerangkat pendanaan;

d. prioritas dan sasaran pembangunan;

e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan

f. penutup.
Pasal 4

Uraian dan rincian RKPD Tahun 2Ol7 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2017 rr:er,jadi landasan penyusunan KUA dan
PPAS Tahun 2017.

(21 RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyrrsun Renja

PD Tahun 20 l7:
b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

menprsun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2077; dan
c. pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam

menyusun Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2017.

Pasal 6

Dalam melakukan pembahasan Renja PD dengan DPRD, Kepala
Perangkat Daerah berpedoman kepada RKPD Tahun 2017.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan RKA-PD wajib memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

a. kepala Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan
dan tahunan atas pelaksanaan RKA-PD yang berisi uraian
tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing_
masing program;

b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan
kepada Gubernur meialui Badan perencanaan pembangunan
Daerah Provinsi Lampung paling lama 14 (empat belas; hari
setelah triwulan tahun berkenaan berakhir; dan

c. laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a
menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk evaluasi
kinerja pelaksanaan.pembangunan perangkat daerah pada
anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat
daerah.
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BAB III
KTTEI{TUAN PEIYUTT'P

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Ke{a
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 dicabut dan
dinyatakan tidak berlalu lagi.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

memerintahkan
penempatannya

Ditetapkan di Telukbetung
Padatanggal 5-10-2016

GT'BERITUR LAMPUIIG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
padatanggal 5- 10-2016

SEKRETARIS DAERAH PROVIISI LAIUPUT{G,

Ir. SUTONO. M.M.
Pembina Utama Madya

NrP. 1958072A t9A6o.2 I OO2

Salinan dengan aslinya
KT]PAI-A Etil(t fll,

ZULFII(AR SE.. MH.
Pembina [.ltama Muda

NIP. 19680428 t 99203 I 003

ttd

BERITA DAERAH PROVIilSI LIIDIPITIIG TAIIUI 2O16 ITOMOR : 43


